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ABSTRAK
Nama : Hikmah Nuryamani
Nim : 10300112091
Judul : Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis komparatif antara Hukum 
  Nasional dan Hukum Islam)
============================================================
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pandangan Hukum 
Nasional terhadap kasus prostitusi online, 2) untuk mengetahui pandangan Hukum 
Islam terhadap kasus Prostitusi online.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis 
normative, dimana pendekatan yuridis dan syar’i di mana pendekatan inimerupakan
suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian pada hukum nasional dan
pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur’an 
dan Hadis berkaitan dengan prostitusi online. Penelitian yang digunakan penulis
dalam penyusunan skripsi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan(library 
research) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis 
yang menggambarkan secara sistematis, normatif dan akurat terhadap objek yang 
menjadi permasalahan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen
atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.
Hasil penelitian ini yang pertama adalah bahwa ada tiga Undang-Undang yang 
mengatur tentang prostitusi online, seperti dalam KUHP pelaku prostitusi online 
tidak dikenakan sanksi, kecuali mereka berkeliaran atau menjajakkan dirinya di jalan, 
yang dapat dikenakan sanksi ialah mucikari atau germo sebagaimana dalam pasal 506 
KUHP. Berbeda dengan Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi pada 
pasal 8 dan pasal 34 mengatur larangan untuk pelaku prostitusi online (PSK). Yang 
kedua, hukuman bagiKejahatan prostitusi merupakan kejahatan yanhg berbasisi 
teknologi, untuk itu maka diperlukannya aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki 
keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang 
canggih juga, agar dapat melacak siapa yang terlibat dalam pembutan website dan 
pemilik server tersebut.
Selain itu perlunya KUHP direvisi yang sebagai pedoman utama dalam hukum di 
Indonesia, agar bisa memberi hukuman serta efek jera bagi pelaku prostitusi online. 
Karena kasus tersebut banyak meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang 
lebih besar daripada jenis pornografi lainnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah 
dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan media massa 
sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya 
perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan 
komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi 
informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.1
Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam 
masyarakat informasi. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia 
Persekolahan, Orangtua, kalangan Pebisnis, Instansi, Karyawan hingga Ibu rumah 
tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat 
secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.
Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia 
menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup, maupun 
dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif dalam 
kehidupan masyarakat, bahkan ada juga yang kemudian membuat masyarakat resah 
dan khawatir karenanya.
                                                          
1Abdul Halik, Komunikasi Massa (Makassar: Alauddin university Press, 2013), h. 2
2Penggunaan Media (Internet) semakin melengkapi kebutuhan manusia akan 
akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk 
menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media Internet telah 
menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, 
murah, cepat, dan efesien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan 
baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. 
Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, dan yang 
lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak 
terjadi akhir-akhir ini yaitu Prostitusi Online.
Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang 
berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh 
masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang 
mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa 
tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. 
Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah 
atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya 
dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya 
datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sekarang ini 
serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah 
bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa 
menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini 
3memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri dipinggir 
jalan atau tempat lokalisasi.
Maraknya berita ditelivisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi online yang 
melibatkan selebritis atau artis, memacu saya untuk lebih megetahui keterlibatan 
Hukum Nasional dan Hukum Hukum Islam terhadap kasus asusila ini. Selebriti atau 
Artis merupakan figur yang ditonton atau diperhatikan oleh masyarakat luas secara 
massif dan cepat. Kejadian ini nampaknya mengkhawatirkan terjadinya penyebaran 
dan penularan terhadap kelompok masyarakat lainnya.
Salah satu contoh kasus yaitu pada saat Subdit III Direktorat Tindak Pidana 
Umum Bareskrim Polri mengamankan artis seksi NM dan PR di kawasan Hotel 
Indonesia Jakarta Pusat, Keduanya disebut menjadi korban perdagangan manusia 
yang dilakukan oleh 2 orang yang diduga mucikari berinisial O dan F. Dan saat 
diamankan, artis NM yang disebut Nikita Mirzani itu sedang tidak mengenakan 
busana. Begitupun halnya artis PR, tubuhnya juga tidak terbungkus dengan sehelai 
benang pun.
Ketenaran yang mereka miliki rupanya mampu mendongkrak tarif yang tidak 
sedikit. Sebut saja artis Nikita Mirzani yang tertangkap pertengahan desember 2015.
Penyidik menyebutkan, bila seseorang hendak berkencan dengan artis kontroversial 
itu, dia harus merogoh Rp.65 juta. Selain kedua artis yang disebut diatas, masih 
4banyak lagi artis yang dikaitkan dengan kasus tersebut dan dengan tarif yang 
berbeda-beda.2
Berikut dibawah ini Nama Artis yang namanya diinisialkan beserta tarif harga 
dan bayaran yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk sekali kencan saja.
1. Inisial TB – Tarif : Rp. 200 juta
2. Inisial JD – Tarif : Rp. 150 juta
3. Inisial RF – Tarif : RP. 60 juta
4. Inisial CS – Tarif : Rp. 60 juta
5. Inisial TM – Tarif : Rp. 55 juta
6. Inisial KA – Tarif : Rp. 55 juta
7. Inisial SB – Tarif : Rp. 55 juta
8. Inisial PUA – Tarif : Rp. 45 juta
9. Inisial CT – Tarif : Rp. 40 juta
Masih banyak lagi nama-nama Artis yang terlibat kasus Prostitusi ini ada 
sekitar 200 Artis Prostitusi Online yang dilaporkan oleh Mucikari Artis  PSK yang 
berinisial RA kepada pihak kepolisian.3
Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, 
tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang 
seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya adalah 
laki-laki yang sering luput dari perhatian Aparat Penegak Hukum.




5Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana, maka 
Prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang germo atau mucikari.
Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi Mucikari 
yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)4
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum 
pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak 
pidana tertentu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan 
mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang
adalah sebagai salah satu ciri dari tindak pidana tertentu.
Berbicara mengenai prostitusi maka tidak lepas dari yang namanya 
“Pornografi” dan “Pornoaksi”. Saat ini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin 
memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata. Diantaranya, sering 
terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi.5
Nilai dan sikap masyarakat terhadap “Pornografi” dan “Pornoaksi” yang 
diukur oleh “Melanggar Kesulilaan” sangat beragam. Ada sebagian masyarakat yang 
sudah tidak asing dan tidak menganggap tabu atau malu lagi bila meraka melihat dan 
mendengar hal-hal yang pornografis, serta menyentuh pelaku pornoaksi. Bahkan 
banyak anggota masyarakat yang tidak merasa berdosa jika ia melihat, mendengar, 
menyentuh, mempertontonkan, memiliki, ataupun melakukan hal-hal yang 
                                                          
4 Neng Djubaedah, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam,  (Jakarta: 
Kencana, 2009 , h. 196
5 Neng Djubaedah, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, h. 1
6pornografis maupun pornoaksi. Saat ini hedonisme benar-benar semakin merebak, 
khususnya kesenangan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi.
Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana prostitusi atau semacamnya 
tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak dibawah 
umur. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang 
yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban. Tetapi juga di 
antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, 
hubungan seprofesi, hubangan kerja, hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan 
dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolah 
formal maupun guru mengaji ataupun guru agama.6
Agama Islam sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak 
dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar 
merupakan perbuatan yang dilarang. Pelacuran tidak hanya sebuah gejala indivudu 
tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan 
juga agama. Islam juga sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat 
tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. 
Pandangan Islam mengenai prostitusi online tersebut memandang perbuatan itu 
sebagai tindakan tercela dan punya sanksi besar. Disamping itu, hukumnya haram dan 
termasuk dosa besar. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atas 
suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda 
pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai 
                                                          
6Neng Djubaedah,  Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam, h.2
7perbuatan zina. Dalam al-Quran disebutkan dalam Surah Al-Isra (17) Ayat 32 
mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinahan, yaitu :
             
Terjemahnya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.7
Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinahan, Islam 
memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam 
hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya, yang 
pertama adalah zina gairu muh}s}a>n yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan yang belum berkeluarga, kedua zina muh}s}a>n yaitu zina yang 
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).8
Dalam penulisan skripsi ini bertujuan menganalisis tentang pandangan 
Hukum Nasional dan Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Prostitusi Online. 
Menurut hasil penelitian dari para ahli Hukum Islam, tujuan Allah SWT membentuk 
hukum Islam adalah untuk kemaslahatan ummat manusia, baik di dunia maupun di 
akhirat. Tujuan dimaksud, hendak dicapai melalui takli>f.9 Takli>f itu baru dapat 
dilaksanakn bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan
                                                          
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 
Suci Al-Qur’an, 2009), h. 285
8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 39.
9 Taklif adalah hukum atau ketentuan dari Allah swt kepada seorang yang mukallaf (seorang 
yang telah akil baliq) untuk melaksanakan atau bahkan meninggalkan suatu perbuatan.
8tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak hawa nafsunya, menjadi 
hamba Allah dalam arti tunduk kepada ketentuanya.
Berdasarkan uraian diatas, maka Penyusun mengangkat judul: “Tindak Pidana 
Prostitusi online (analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”
B. Rumusan Masalah
Setelah menguraikan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka dapat 
dirumuskan pokok permasalahan dari skripsi ini yang akan menjadi objek 
pembahasan, adapun pokok permasalahan yang dimaksud adalah“bagaimana Tindak 
Pidana Prostitusi Online (analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum 
Islam)”
Dari pokok masalah, pembatasan dijadikan ke dalam sub-sub masalah, 
sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan Hukum Nasional terhadap Tindak Pidana Prostitusi 
Online?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Prostitusi 
online? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Pengertian judul
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasikan dan 
memahami judul penelitian ini, maka akan dideskripsikan variable atau kata 
yang dianggap penting:
9a) Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib  
hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum10.
b) Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan 
perbuatan-perbuatan seksual atau penyerahan diri wanita kepada banyak laki-
laki dengan pembayaran atau sebagai mata pencaharian.11
c) Online adalah dalam bahasa Indonesia adalah aktif atau sedang terhubung 
(jaringan) dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan media 
sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat 
internet.12
Dari defenisi istilah-istilah di atas maka disimpulkan tentang pengertian 
Tindak Pidana Prostitusi online (analisis komparatif antara Hukum Nasional dan
Hukum Islam) yaitu, mengkaji tentang Hukum di Indonesia dan menurut Hukum 
yang didasari oleh Al-Qur’an dan Hadis tentang pelacuran melalui dunia maya.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tindak Pidana Prostitusi 
Online (Analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam). Banyak 
literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut terutama buku-buku yang 
                                                          
10 Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1), (Jakarta: PT. 
Prestasi Pustakaraya, 2011), h. 39.
11 Neng Djubaidah, Pornografi Dan Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam, h.196.
12 http://www.pengertianku.net/pengertian -online.
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membahas tentag hukum pidana, hukum pidana Islam, kejahatan terhadap media 
massa, dan prostitusi atau pornografi. Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap 
pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literature yang berkaitan dengan 
pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Neng Djubaedah, dalam bukunya Pornografi & Pornoaksi membahas soal 
pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan Hukum Islam secara komperhensif 
dan mendalam. Selain membahas berbagai juga membandingkan Ketentuan 
Hukum Positif di Indonesia (KUHP) dengan Hukum Islam dalam hal 
pornografi/pornoaksi, serta usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari 
Perpektif Hukum Islam. 
2. Abdul halik, dalam bukunya Komunikasi Massa membahas berbagai 
karakteristik yang berbeda di antara media massa konvensional seperti surat 
kabar, majalah, radio, televisi, film dan media online. Namun belum 
menjelaskan secara spesifik tentang prosedur tentang Media Prostitusi Online. 
3. Zainudin Ali, dalam bukunya Hukum Pidana Islam memberikan pengetahuan 
mengenai Hukum Pidana Islam, Studi Perbandingan antara Hukum Pidana 
Islam dengan Hukum Pidana Umum dan Konsep Hukum Pidana mengenai 
perlindungan masyarakat. Namun buku ini belum menjelaskan secara spesifik 
tentang Hukuman Mucikari dalam proses perbuatan Prostitusi.
4. Mahrus Ali dalam bukunya mengenai Dasar-dasar Hukum Pidana dimana 
dalam buku tersebut membahas mengenai pokok-pokok penting dalam 
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Hukum pidana itu sendiri. Dimana prostitusi online yang merpakan perbuatan 
pidana.
E. Metodologi Penelitian
Metodelogi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha sistemtis dan teroganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban.13
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yang 
menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang 
menjadi pokok permasalahan.
2. Pendekatan penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian, Peneliti menggunakan pendekatan sebagai 
berikut:
a. Pendekatan yuridis
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan 
melihat pada Hukum Nasional terhadap Tinjauan Yuridis tentang Kasus Prostitusi 
                                                          
13http://rinassuriyani.blogspot.com/pengertian- metode -dan -metodologi.html
12
online. Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang 
masih berlaku.
b. Pendekatan Syar’i
Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan 
menelaah ayat Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal 
dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, 
sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.  Dalam pengumpulan 
dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:
1) Kutipan Langsung
Penyusun langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan 
redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat 
dari sumber aslinya (lengkapi).
2) Kutipan tidak langsung
Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata kata, tetapi 
menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata 
dan bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek 
juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan.14
                                                          
14Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Yogyakarta: Shira 
Media, 2009), h. 117.
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4. Teknik pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang 
diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, 
dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai 
berikut:
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan materi Tindak pidana prostitusi 
online (analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam).
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan  skripsi menjadi efektif 
dan mudah  untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah.                      
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
a. Analisis Data
Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
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kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 
dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
a. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) 
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Tujuan umum yaitu:
Untuk mengetahui peranan Hukum yang berlaku dalam penanganan Tindak 
Pidana Prostitusi Online.
b. Tujuan khusus yaitu:
1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana 
Prostitusi Online.




Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan mengenai Tindak Pidana Prostitusi Online baik itu dalam Hukum 
Nasional maupun dalam pandangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu Hukum Islam, 
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penelitian ini memberi manfaat dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda akan 
pentingnya memperkuat keimanan agar terhindar dari pikiran-pikiran dan perbuatan-
perbuatan yang merugikan diri sendiri dan melanggar norma-norma moral. Dengan 
mengetahui konsekuensi dari Tindak Pidana Prostitusi diharapkan para pembaca 
menyadari bahwa perbuatan ini melanggar norma agama maupun moral akan tetapi 
juga meresahkan masyarakat Indonesia disekitar.
b. Kegunaan praktis
1. Memberikan pemahaman kepada semua orang terkhususnya kepada wanita-
wanita dewasa ataupun remaja akan pentingnya menjaga pergaulan agar 
tidak mudah terpengaruh atau terjerumus dalam tindak prostitusi.
2. Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan apabila 
melakukan tindakan ini, diharapkan untuk adanya kesadaran dari masing-
masing yang masih sampai saat ini melakukan tindakan tersebut.
3. Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar 
maupun pelajar mengenai Tindak Pidana Prostitusi Online yang diatur dalam 
Hukum Nasional dan Hukum Islam.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP CYBERCRIME
A. Pengertian Cyber Crime
Cyber crime adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan 
komputer lewat internet. Hal ini merupakan salah satu jenis kejahatan halus 
(admimistrasi) dan termasuk (white collar crime) atau tindak pidana yang dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi yakni komputer.15
Menurut Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H cyber crime adalah kejahatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara 
menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan 
komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (virtual) sehingga mempunyai
karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.
Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan 
menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini,  dapat disebut dengan 
beberapa istilah yaitu computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-
related crime. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian computer-related crime 
sama dengan cybercrime.16  Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan 
yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut 
cybercrime. Kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhungan dengan 
komputer (computer-related crime), yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu 
                                                          
15Abdul Halik, Komunikasi Massa, h. 273
16 Nurudin, Pengantar KomunikasiMassa (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2014),  h. 9
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kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana dan alat, dan menjadikan 
komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.17
Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan 
bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para 
penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau 
dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua 
kategori, yakni cyber crime dalam pengertian yang luas dan sempit. Cyber crime
dalam pengertian sempit adalah kejahatan pada sistem komputer, sedangkan cyber
crime dalam pengertian luas adalah kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer 
dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.
komputer merupakan suatu mesin atau kumpulan mesin tidak termasuk 
kolkulator saku yang tidak bisa diproggram, yang mampu digunakan bersamaan 
dengan tempat penyimpanan data yang diluar mesin (file eksternal), satu atau lebih 
peralatan tersebut berisi data dan program, yang dapat melaksanakan fungsi tidak 
terbatas dalam bidang logika, perhitungan, penyimpanan data, dan penemuan data 
kembali komunikasi dan pengendalian.18
Komputer adalah peralatan elektronik, magnetik, optikal, elektrokimia, atau 
alat pengelola data berkecepatan tinggi yang dapat melakukan penalaran, atau fungsi 
penyimpanan, yang meliputi fasilitas penyimpanan atau fasilitas komunikasi yang 
secara langsung berhubungan dengan pengopreasian peralatan secara terpadu, tetapi 
                                                          
17 Nurudin, Pengantar KomunikasiMassa,  h. 11
18 Widodo, sistem pemidaan dalam cyber crime (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 
h.23
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istilah tersebut tidak meliputi mesin ketik atau mesin ketik elektronik, kalkulator 
jinjing atau alat serupa lainnya. Lemabaga pendidikan komputer Indonesia-Amerika 
mengartikan komputer sebagai rangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang 
bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentehan atau rangkaian pekerjaan secara 
otomatis melalui intruksi yang diberikan padanya.19
Perumusan tentang pengertian cyber crime yang universal dan diterima oleh 
semua pihak ternyata sangat sulit dilakukan. Beberapa kali para ahli mencoba 
merumuskan defenisi yang representatif, tetapi mengalami banyak kendala.
Meskipun demikian, istilah dan konsep cyber crime dapat diterima oleh masing-
masing Negara walaupun kadangkala mereka melakukan pendefenisian tersendiri.20
Istilah yang digunakan untuk menyebut cyber crime bermacam-macam.
Singapura dan Inggris menggunakan computer misuse yaitu sebagaimana diatur 
dalam The Computer Misuse Act. Malaysia menggunakan istilah computer crime, 
sebagaimana diatur dalam Computer Crime Act 1990. Australia menggunakan istilah 
cyber crime sebagaimana diatur dalam The Cyber crime Act 2001. Mardjono 
Reksodiputro menggunakan istilah kejahatan komputer dan penyalahgunaan 
komputer untuk menyebut kejahatan yang berhungan dengan komputer. Pengertian 
tersebut mengarah pada crime toward computers, yaitu suatu kejahatan yang 
mengarah pada komputer.21
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20 Widodo, sistem pemidaan dalam cybercrime, h. 28
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1. Karakteristik cyber crime




e. Jenis kerugian yang ditimbulkan.22
2. Jenis-jenis cybercrime
a. Unauthorized Acces
Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup 
ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa 
sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh, 
probing dan port.
b. Illegal contents
Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi 
ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap 
melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh, penyebaran 
pornografi
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20
c. Penyebaran virus secara sengaja
Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email.
Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus 
ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.
d. Data forgery
Kejahatan jenis ini dilakukan bertujuan memalsukan data pada dokumen-
dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh 
institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.
e. Cyber Espionage, Sabotage and Extortion
(1) Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan 
internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap lain, dengan memasuki 
sistem jaringan computer pihak sasaran.
(2) Sabotage and Extortion merupakan jenis kegiatan yang yang dilakukan 
dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, 
program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan 
internet23
f. Cybers Talking
Kegiatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang 
dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan digunakan 
berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada 
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seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena 
kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan 
identitas diri yang sebenarnya.
g. Carding
Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu 
kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaki perdagangan internet.24
h. Hacking dan Cracker
Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar 
untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan 
kapabilitasnya, adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusahan di internet 
lazimnya disebut cracker. Cracker adalah hacker yang memanfaatkan 
kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking diinternet memiliki 
lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, 
pembahjakan situs web, probing dan menyebarkan virus, hingga pelumpuhan targer 
sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (Denial of servis) yang 
merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga 
tidap dapat memberikian layanan.
i. Cybersquatting and Typosquatting
Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mendaftarkan domain 
nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan 
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tersebut dengan harga yang lebih mahal. Typosquatting adalah kejahatan dengan 
membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain, 
yang merupakan nama domain saingan perusahaan.
j. Hijacking
Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain 
yang paling sering terjadi adalah software piracy (pembajakan perangkat lunak)
k. Cyber Terorism
Suatu tidakan cyber crime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah 
atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.25
B. Faktor-faktor Penyebab Cybercrime
a. Akses internet yang tidak terbatas.
Di zaman sekarang ini internet bukanlah hal yang langka lagi, karena semua 
orang telah memanfaatkan fasilitas internet.26 Dengan menggunakan internet kita 
diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada 
batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian 
oknum untuk melakukan tindak kejahatan cyber crime dengan mudahnya.
b. Kelalaian pengguna komputer.
Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti 
kita ketahui orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukkan data-data 
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penting kedalam internet. Sehingga memberikan kemudahan bagi sebaian oknum 
untuk melakukan kejahatan.
c. Mudah dilakukan dengan resiko.
Keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. 
Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan di dunia maya. Karena 
seperti kita ketahui bahwa internet merupakan sebuah alat yang dengan mudahnya 
kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunakannya. Namun 
pendorong utama tindak kejahatan di internet yaitu susahya melacak orang yang 
menyalahgunakan fasilitas dari internet tersebut.
d. Para pelaku pada umunya merupakan orang yang cerdas, mempunyai rasa ingin 
tahu yang besar, dan fanatik akan tehnologi komputer. Hal ini merupakan faktor yang 
sulit untuk di hindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses internet 
yang dimiliki seseorang dizaman sekarang ini banyak yang disalahgunakan demi 
mendapatkan keuntungan semata sehingga sulit untuk di hindari.27
e. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
Seperti kita ketahui bahwa orang-orang dalam menggunakan fasilitas internet 
kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menyepelekan 
tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem kemanan jaringan tersebut 
menjadi celah besar sebagian oknum untuk melaukan tindak kejahatan.
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f. Kurangnya perhatian masyarakat.
Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang 
sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku 
kejahatan komputer msih terus memberikan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan 
karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunan internet yang lebih dalam 
pada masyarakat.28
C. Perkembangan Cybercrime (Kejahatan Dunia Maya)
Perkembangan yang dimulai pada zama komputer elektronik yaitu dengan 
ditemukannya  kalkulator yang dapat diprogram oleh Konrad Zuse seorang insinyur 
jerman. Pada  tahun 1943 telah dioprasikan komputer kolosus yang menggunakan 
kode breaking. Ditemukannya transistor oleh Bell Telephone Laboratories yang 
disusul dengan UNIFAC dan EDFAC masing-masing pada tahun 1951 dan 1952.29
Komputer mini mulai diperkenalkan sejalan dengan penemuan Integrated 
circuit oleh texas instrument and fire child semiconductor.Tahun 1968 Doug 
Angelboard memperkenalkan word processor. Sementara itu, perkembangan 
komputer selanjutnya bersamaan dengan teknologi informasi yang menghasilkan 
computer network, yaitu konsep yang menghubungkan sejumlah besar pengguna 
terhadap suatu singel komputer melalui remote terminal. Konsep tersebut dibangun 
oleh Massachuset institute of the technology (MID).30
                                                          
28 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, h.48
29 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 16
30 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 18
25
Pada awal mulanya penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih 
dikenal dengan istilah Cyber Attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang 
berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer 
dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke 
internet.31
Pada tahun 1994 seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang 
bernama Richard Pryce, atau yang lebih dikenal sebagai “the hacker” alias 
“Datstream Cowboy”, ditahan karena masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem 
komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffit Air Force, NASA dan Korean 
Atomic Research Institute atau badan penelitian atom korea. Dalam integrosinya 
dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenalnya 
lewat internet dan menjadikan seorang mentor, yang memiliki julukan “kuji”. 
Hebatnya, hinga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaanya. 
Hingga akhirnya pada bulan februari 1995, giliran Kevin mitnick diganjar hukuman 
penjara untuk yang kedua kalinya. Dia dituntut dengan telah mencuri yang berkaitan 
dengan pemanfaatan tehnologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak 
Negara yang masih belum memiliki perundang-undangan dibidang tehnologi 
informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdata, berbeda dengan Indonesia yang 
memang Negara hukum.32
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Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulan 
kejahatan,dimana kejahatan tersebut telah muncul sejak permulaan  zaman yang akan 
terus berlangsung dimasa yang akan datang. 33 Kejahatan telah diterima sebagai salah 
satu fakta yang merugikan, baik bagi masyrakat yang paling sederhana (primitif) 
maupun pada masyarakat modern. kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa 
kerugian dalam artian materil maupun moril. Kerugian materil berupa timbulnya 
korbn kejahatan dan rusak atau musnahnya harat benda serta meningkatnya biaya 
yang harus dikeluarkanbagi penanggulangannya. Kerugian moril berupa berkurang 
atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum 
yang dilakukan oleh aparat hukum.34
P.J. Fitzwtgeral mengemukankan bahwa kejahaan itu adalah suatu yang 
relatif, tidak terlepas dari perbedaan waktu dan sudut pandang masyarakat.(/admitted 
bay different societies at different times take different fiws about what conduction is 
right or wrong, wether a crime is tough wrong in it self only legally will depend on 
moral code curren society).35 Kejahatan yang terus berkembang tidak hanya pada 
masyarakat yang sudah maju namun juga pada masyarakat yang sedang berkembang. 
Kejahatan tidak hanya terjadi didunia nyata (real world), akan tetapi juga terjadi 
didunia maya (furtual/ cyber). Apabila mengikuti kasus-kasus kejahatan computer 
dan cyber crime yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan menggunakan 
                                                          
33 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, h.33
34 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 23
35 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 24
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kriteria peraturan hukum pidana konfensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum, 
kejahatan komputer dan cyber bukanlah  kejahatan yang sederhana.36
Sampai saat ini, belum disepakati defenisi dengan jelas mengenai cyber crime 
demikin juga dengan istilah yang dipergunankan. Selain cyber crime juga ada yang 
menggunakan istilah computer crime atau computer relatif crime. cyber crime juga 
dapat diartikan sebagai penyalahgunaan internet, yaitu sesuatu yang bermaslahat dan 
mutlak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi disalahgunakan untuk 
merusak kehidupan masyarakat diluar tujuan yang diciptakannya. Heru supratomo 
memberikan bentuk-bentuk kejahatan komputer;37
a. Penipuan computer
1. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pncucian uang atau harta benda 
dengan menggunakan sarana computer dengan melawan hukum
2. Perbuatan pidana penipuan yang sesungguhnya dapat termasuk uhnsur 
perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari 
kewajiban (misalnya, pajak) atau untuk sesuatu yang bukan hak atau miliknya 
melalui sarana komputer. 
3. Perbuatan curang untuk memperoleh secara tidak sah harta benda milik orang 
lain, misalnya seseorang dapat mengakses computer dengan menstransfer 
rekening orang lain ke rekeningnya sendiri, sehingga merugikan orang lain.
                                                          
36 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, h. 24
37 Widodo, sistem pemidaan dalam cybercrime, h. 80
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b. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui computer 
yang  merugikan pihak lain dan menguntungkan dirinya sendiri.
c. Perbuatan pidana peruskan computer, baik merusak data atau menghapus kode-
kode yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian termasuk dalam perbuatan 
golongan ini adalah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, 
media sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang 
dapat merusak program dan sistem computer atau pemerasan dengan 
menggunakan sarana computer.
d. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan melanggar moral dan nilai kesusilaan 
yang mencantumkan atau menyebarkan hal-hal yang berupa porno dan 
mendapatkan keuntungan.38
Jenis perbuatan pidana tersebut pada dasarnya dapat terjadi jika komputer 
dihubungkan dengan teknologi telekomunikasi dang informasi, sehingga menjadi 
kejahatan cyber crime terutama dengan berkembangnya teknologi internet. Dengan 
demikian cyber crime merupakan kejaatan yang terjadi dalam jaringan computer 
(cyber space).39
                                                          
38 Widodo, sistem pemidaan dalam cybercrime, h. 81
39Widodo, sistem pemidaan dalam cybercrime, h. 82
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BAB III
TINJAUA UMUM TENTANG PROSTITUSI ONLINE DALAM PANDANGAN 
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
A. Tinjauan Umum tentang Prostitusi Online
1. Pengertian Prostitusi
Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau 
kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat 
melawan hukum40
Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri 
melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi 
merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.
Prostisusi sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari bahasa latin
prostituare atau prostauree yaitu membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan 
pergendakan. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak 
jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, atau ketunasusilaan. Orang yang 
melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau 
Wanita Tuna Susila.41
Pelacuran dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur 
yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Menurut William Benton 
                                                          
40 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja (Bogor: Penerbit Ghalia 
Indonesia 2015), h.76
41Kartini Kartono, patologi sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), h. 177
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dalam Enyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual 
yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan 
berupa uang.Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah 
penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk 
mendapatkan uang atau kepuasan.42
Menurut Kartini Kartono dalam bukunya patologi sosial memberikan defenisi 
prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:
1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala 
jalanmemperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang 
untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi 
impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk 
pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau
promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.
3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki dengan menyerahkan 
badannya untuk berbuat cabul secara secara seksual dengan mendapatkan 
upah.43
Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual dirinya, 
mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan 
menyangkutpautkan pelacur seksual dan Hukum Nasional. Kemiskinan seksualitas 
                                                          
42Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, h.98
43Kartini Kartono, patologi sosial  h. 177
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dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang 
komoditi bagi pelacur bukan pondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur 
apalagi mendiskriminasikannya.44
2. Pengertian Prostitusi online
Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri 
sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan 
prostitusi. Prostitusi menurut soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu 
pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-
perbuatan seksual dengan mendapat upah45
kata terakhir dari prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas 
ini dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan 
sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian 
prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia 
maya.
Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat 
berkomunikasi dengan komputer. Online ini juga bisa diartikan sedang menggunakan 
jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya 
yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.46
Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan 
situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan.Internet 
                                                          
44 Neng Djubaedah, Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam h.198
45 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja h. 82
46http://www.pengertianku.net/pengertian -online.
32
menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber dayainformasi untuk 
jutaan pemakaiannya yang tersebar diseluruh dunia.
Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas 
kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi sebuah kehidupan nyata dan 
kehidupan maya. Internet merupakan suatu aktivitas yang sulit dilakukan didunia 
nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.47
Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek 
prostitusi atau pelcuran menggunakan media internet atau online sebagai sarana 
transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita 
ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi 
pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk 
dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau 
penghubung saja. tidak seperti pada umunya transaksi PSK yang menunggu 
pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan memiliki 
masalanya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada 
dasarnya memiliki sandar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau 
pelacuran.48
                                                          
47Abdul Wahid, Tindak Pidana Mayantara (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 24
48 Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, h. 73
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3. Media yang digunakan
Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya 
dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakkan 
dirinya di pinggir-pinggir jalan raya.
Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan 
oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:
a. Website
Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan 
mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini 
biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan 
mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan 
lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telepon 
yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor 
mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi 
pekerja prostitusi.
b. Forum 
Forum sebenarnya berwujud sebuah website. Lagi-lagi ini merupakan sebuah 
penyimpangan dari perkembangan tehnologi yang ada. Lain dengn website yang 
berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak 
orang.Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar.
Di sini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh 
pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi.
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c. Jejaring sosial
Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa inggris Social Network
diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan 
dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, 
sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial 
adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi.
Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhungan karena kesamaan 
sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya.
d. Aplikasi 
Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan 
aplikasi atau program-program yang umunya adalah program interaksi antar 
pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (chat), telephone suara (voice 
call) ataupun telephone gambar (video call). Wujud jadi program-program tersebut 
contohnya adalah Yahoo Messanger, camfrog, mIRC, Skype dan lain-lain49
4. Pelaku dan Faktor Penyebab Prostitusi online
Berikut ini beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitisi online
1. Mucikari
Mucikari atau dalam kamus besar besar bahasa Indonesia merujuk kepada 
kata mucikari adalah induk semag bagi perempuan lacur atau germo. Namun 
pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, 
                                                          
49 Retno Hadi Candra, Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan 
Hukum Positif di Indonesia, Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014) h.36
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perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari berperan sebagai 
penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang 
persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam 
mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya.
Banyak PSK yang diangakat dari kemisnikan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi 
eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuhnya”.Seperti ini pula mucikari dalam 
dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks 
komersial dengan mereka lelaki hidung belang.
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)
Pekerja seks komersial (PSK) adalah seorang yang menjual jasanya untuk 
melakukan hubungan seksual demi uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial 
sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita 
tunasusila yang juga mengacu pada layanan seks komersial. Praktek prostitusi  
dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari 
mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang 
secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang 
menggunakan  pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.
3. Pihak-pihak lain
Di sinilah bedanya prostitusi yang pada umunya ada dengan prostitusi melalui 
media online. Ada pihak-pihak lain yang secara langsung mendukung adanya praktek 
Asusila ini. Pihak-pihak lain ini adalah yang menyediakan media-media yang 
digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena 
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menggunakan media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para 
pemilik dari website atau forum inilah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung 
mendukung adanya praktek prostitusi online ini.
4. Pihak Pengguna Jasa
Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi 
titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain 
itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun 
pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi 
online untuk menggunakan jasa PSK darinya.50
Setiap pelacur memiliki berbagai alasan untuk menerjuni profesi sebagai 
pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan 
prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena maalah yang melingkupinya sudah jelas 
dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu kesebab yang lainnya. Namun faktor-
faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya:
1. Faktor Moral atau Ahlak
a). Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan, individu dan 
masyarakat serta ketidak ketakwaannya terhadap ajaran agamanya.
b). Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umunya rendah.
c). berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.
                                                          




Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalamai 
seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin 
balas dendam yang di akibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan rumah tangga, 
dimadu, dinodai oleh kekasihnya kemudian ditinggalkan begitu saja.
3. Faktor Biologis
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang 
merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.51
4. Faktor Ekonomi
Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khusunya 
dengan jalan pintas dan mudah.Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau 
kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga 
menghalalkan pelacuran.
5. Faktor Sosiologis
a) Ajakan teman-teman sekelilingnnya yang sudah lebih dahulu terjun kedunia 
pelacuran
b) Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka 
dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan 
menjanjiakan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijobloskan 
ke tempat-tempat pelacuran.
                                                          




Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak 
memiliki norma agama dan susila dalam menghadapi persaingan hidup. Hanya 
dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
d) Faktor Penegakan Hukum
Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan 
terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar 
pernikahan akan tetapi yang dilarang dalam undang-undang hanyalah mucikari 
dan germo.
e) Faktor pendukung
Adanya media atau alat pendukung dalam emalkukan kegiatan prostitusi sangat 
mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya tehnologi 
pendukung sepertin internet dan handphone membuat seseorang dengan mudah 
dapat bertransaksi prostitusi.52
Faktor yang disebutkan diatas adalah secara umum dijadikan alasan oleh 
seorang pekerja prostitusi sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang dalam 
mayarakat sangat dianggap miring dan mengganggu kehidupan berumah tangga. 
Namun prostitusi online sangat memprihatikankan sekarang ini apalagi dikalangan 
Artis/selebriti yang merupakan tontonan dan panutan bagi sebagian masyrakat.
                                                          
52Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia 2011), h.46
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B. Prostitusi Online Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam
1. Menurut Hukum Nasional
a. Dasar Hukum Prostitusi Online Menurut KUHP
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku 
dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman.Karena, KUHP tidak 
melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang 
bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya 
melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana 
kurungan maupun pidana denda.
Larangan melakukan prosfesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP yang 
menentukan bahwa:
“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 
tahun.”53
Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya :
“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara palin lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak lima belas ribu rupiah.”54
                                                          
53 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hog Raad (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), h. 324
54 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hog Raad , h. 180
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b. Dasar hukum prostitusi online Menurut Undang-undang  RI No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-undang RI NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) tidak meyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. 
Kecuali pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau 
pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan.55
c. Dasar Hukum Prostitusi online Menurut Undang-undang RI No.44 Tahun 
2008 tentang Pornografi
Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan 
kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:
“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang 
perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise 
teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat 
kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”
Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada pasal 
4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat 
(2) huruf d yaitu:
                                                          
55 TP, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h.17
41
Setiap orang dilarang dilarang menyediakan jasa pornografiyang menawarkan atau 
menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.56
Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya 
pada pasal 8 yang isinya yaitu :
“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek 
atau model yang mengandung muatan pornografi.”57
Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, ditur puloa secara 
spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-
undang pornografi, yang isinya yaitu:
“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar 
rupiah).”58
2. Menurut Hukum Islam
a. Pengertian prostitusi online
Dalam Islam prsotitusi online maupun prostitusi diartikan sebagai pelacuran, 
dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum islam tentang 
prostitusi online atau perzinahan jauh beda dengan konsep hukum nasional, karena 
dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang 
diharamkan) seperti prostitusi masuk kedalam kategori perzinahan yang harus 
                                                          
56 TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008) (Jakarta: Sinar Grafika), h.
57TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008), h.
58TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008), h.
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diberikan sansi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial ataupun tidak, 
baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.59
Para pelaku prostitusi atau prostitusi online yang rutinitasnya identik dengan 
perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi 
hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali 
perkawinan.60
Para ulama dalam memberikan defenisi zina dalam kata yang berbeda, namun 
makna dan tujuannya sama, yaitu:61
1. Menurut ulama Malikiyah
Mendefenisiskan bahwa zina adalah perbuatan yang mukalaf yang 
menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada 
syubhat) dan disengaja.
2. Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa zina adalah perbutan lelaki 
yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai 
milik.
3. Menurut ulama syafi’iyah mendefenisiskan bahwa zian adalah memasukan 
zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri 
mengundang syahwat.
4. Menurut ulama Hanabilah mendefenisiskan bahwa zina adalah perbuatan keji 
pada kubul atau dubur.
                                                          
59 Kartini Kartono, Patologi Sosial 3Gangguan-gangguan Kejiwaan (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2011), h. 237
60 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 243
61 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 18
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5. Menurut ulama Zahiriyah mendefenisikan bahwa zina adalah menyetubuhi 
orang yang tidak hala dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau 
persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama Zadiyah menefenisikan bahwa zina adalah memasukkan 
kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam 
kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.62
Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefenisikan, bahwa 
perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak 
terkait oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang 
laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya 
atau seorang perempuan yang terikat perkawinan bersenggama dengan seorang laki-
laki yang bukan suaminya63
b. Unsur-unsur perbuatan jarimah zina
Jarimah terbagi dalam tiga unsur yaitu:
1. Unsur formal (rukun syar’i) adalah adanya ketentua nash yang melarang dan 
memerintahkan sutu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
2. Unsur materil (rukun maddi) adalah adanya tingakah laku berbentuk jarimah 
yang melanggar ketentuan formal
                                                          
62 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 18
63 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, h. 19
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3. Unsur moril (rukun adabi) adalah bial pelakunya seorang mukallaf, yakni 
orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.64
Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang 
tersebut. Yaitu:
1. Zi>na muh}s}a>n
Seseorang dikatakan pezina muh}s}a>n jika ia melakukan zina setelah 
melakukan hubungan sekseual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). 
Hukuman atas peziana muh}s}a>n ini menurut jumhur ulama adalah dirajam.
2. Zina gairu muh}s}a>n
Pezina gairu muh}s}an adalah orang yang melakukan zina tetapi belum 
pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum 
cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun.65
c. Dasar Hukum Prostitusi online (pelacuran atau zina)
Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu 
sebagai berikut pada QS. Al-Isra>’/17: 32.
                   
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina.Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.66
                                                          
64 Mustofa hasan, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h.111
65 Mustofa hasan, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), h. 67
66Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsirnyah,(Bandung: Syaamil, 2013), h. 285
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Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan atau memamerkan aurat 
(tabarri>) dan pengaturan tata cara berbusana. Firman Allah swt. Pada QS. An-
Nu>r/24: 31. Yaitu:
                          
                           
                             
                         
                            
                          
                        
     
Terjemahnya:
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka 
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 
putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-
laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka 
miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah 
46
mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 
dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya 
kamu beruntung.”67
Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan 
bagi orang lain, yang sangat jelas dilarang dalam al-Qur’an dan Hadis, pengutamaan 
dihindarinya mafsadat dari pada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqa>sid 
as-syari’ah.68 Jika manusia melanggar perintah atau larangan Allah, berarti dia telah 
melakukan perbuatan tercela, dan diangggap telah melakukan tindakan criminal, 
sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukanya. Sebab, tanpa 
pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-
apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada sanksi ataupu hukuman 
bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku 
atau pemilik website dan yang lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut 
dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kalau tindak pidana zina 
yang menjadi ujung perbuatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman Allah 
swt. dengan sangat jelas.69
Begitu juga dengan mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi 
terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum islam, berdasarkan ketentuan Al-
Qur’an dalam surah An-Nu>r/24:33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan 
menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperti QS. An-Nu>r/24:33, yang 
berbunyi:
                                                          
67Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiryah,h. 353
68 Mustofa hasan, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), h. 98
69 M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, h. 56
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                               
                    
                            
                              
          
Terjemahnya :
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan 
budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah 
kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak 
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 
kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan 
Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 
itu.70
Banyak yang memepermasalahkan tentang hukuman bagi pelaku seperti para 
ulama yang juga pendapatnya berbeda-beda mengenai hukuman bagi pelaku zina baik 
itu zina muh}s}a>n ataupun gairu muh}s}a>n. Namun sebagai umat muslim tetap 
berpegang pada pedoman yaitu Al-Qur’an yang mana al-Qu’ran telah menjelaskan 
hukuman bagi pelaku zina dalam surah An-Nu>r Ayat 2 yaitu:
                                                          
70Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiryah,h. 353
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                               
                        
         
Terjemahnya :
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.71
Begitupun sanksi bagi pelaku zina muh{s}an adalah rajam, walaupun tidak 
dijelaskan secara jelas dalam al-Qur’an tapi ada beberapa hadis yang menjelaskan 
tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muh}s}a>n, salah satunya yaitu hadis 
riwayat muslim yaitu:
 ،ٍﺐْھَو ُﻦْﺑا ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ :ﺎَﻟﺎَﻗ ،ﻰَﯿْﺤَﯾ ُﻦْﺑ ُﺔَﻠَﻣْﺮَﺣَو ،ِﺮِھﺎﱠﻄﻟا ﻮُﺑَأ ﻲِﻨَﺛﱠﺪَﺣ
َلﺎَﻗ ،ٍبﺎَﮭِﺷ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ،ُﺲُﻧﻮُﯾ ﻲِﻧَﺮَﺒْﺧَأ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ِﷲا ُﺪْﯿَﺒُﻋ ﻲِﻧَﺮَﺒْﺧَأ :
 ِبﺎﱠﻄَﺨْﻟا ُﻦْﺑ ُﺮَﻤُﻋ َلﺎَﻗ :ُلﻮُﻘَﯾ ،ٍسﺎﱠﺒَﻋ َﻦْﺑ ِﷲا َﺪْﺒَﻋ َﻊِﻤَﺳ ُﮫﱠﻧَأ ،َﺔَﺒْﺘُﻋ ِﻦْﺑ
 ْﺪَﻗ َﷲا ﱠنِإ " :َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ِلﻮُﺳَر ِﺮَﺒْﻨِﻣ ﻰَﻠَﻋ ٌﺲِﻟﺎَﺟ َﻮُھَو
ًﺪﱠﻤَﺤُﻣ َﺚَﻌَﺑ َنﺎَﻜَﻓ ،َبﺎَﺘِﻜْﻟا ِﮫْﯿَﻠَﻋ َلَﺰْﻧَأَو ،ﱢﻖَﺤْﻟﺎِﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ا
 َﻢَﺟَﺮَﻓ ،ﺎَھﺎَﻨْﻠَﻘَﻋَو ﺎَھﺎَﻨْﯿَﻋَوَو ﺎَھﺎَﻧْأَﺮَﻗ ،ِﻢْﺟﱠﺮﻟا ُﺔَﯾآ ِﮫْﯿَﻠَﻋ َلِﺰْﻧُأ ﺎﱠﻤِﻣ
ْﺧَﺄَﻓ ،ُهَﺪْﻌَﺑ ﺎَﻨْﻤَﺟَرَو ،َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻃ ْنِإ ﻰَﺸ
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 اﻮﱡﻠِﻀَﯿَﻓ ِﷲا ِبﺎَﺘِﻛ ﻲِﻓ َﻢْﺟﱠﺮﻟا ُﺪِﺠَﻧ ﺎَﻣ :ٌﻞِﺋﺎَﻗ َلﻮُﻘَﯾ ْنَأ ٌنﺎَﻣَز ِسﺎﱠﻨﻟﺎِﺑ
 ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﱞﻖَﺣ ِﷲا ِبﺎَﺘِﻛ ﻲِﻓ َﻢْﺟﱠﺮﻟا ﱠنِإَو ،ُﷲا ﺎَﮭَﻟَﺰْﻧَأ ٍﺔَﻀﯾِﺮَﻓ ِكْﺮَﺘِﺑ
َﻗ اَذِإ ،ِءﺎَﺴﱢﻨﻟاَو ِلﺎَﺟﱢﺮﻟا َﻦِﻣ َﻦَﺼْﺣَأ اَذِإ ﻰَﻧَزَنﺎَﻛ ْوَأ ،ُﺔَﻨﱢﯿَﺒْﻟا ِﺖَﻣﺎ 
ُفاَﺮِﺘْﻋﺎِﻟا ِوَأ ،ُﻞَﺒَﺤْﻟا.72
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya 
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah 
menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa dia pernah mendengar 
Abdullah bin Abbas berkata, " Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas 
mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah telah 
mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan kebenaran, dan Dia 
juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan 
kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan berusaha 
memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan 
tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika 
semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di dalam al Qur'an tidak kita 
dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena 
meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah Ta'la. 
Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah, wajib dijalankan 
atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinahan 
apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan." Dan telah menceritakan 
kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 
Umar mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri 
dengan isnad ini." (HR. Muslim)
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ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN 
HUKUM ISLAM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE
A. Menurut Hukum Nasional
1. Undang-undang  RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE)
Kehadiran Undang-undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk 
masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiata-
kegiatan yang dilakukan melalui media internet salah-satunya adalah praktek 
prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi 
terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah 
rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundangan lainya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan 
penghukuman.73
Undang-undang RI NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) tidak meyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. 
Kecuali pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau 
pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:
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(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.
Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan 
yang maksudnya menyangkut pada hal-hal yang bersifat porno. Pasal ini tidak 
menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Ada beberapa 
yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi ini sebagai mana yang telah 
dijelaskan diatas yaitu pengguna jasa, penyedia tempat layanan, pemilik website 
prostitusi, dan pemilik server.
Pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan 
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya informasi Elektronik…”, sehingga subyek hukum yang dituntut 
pertanggungjawaban pidanya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi 
online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau 
membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian 
yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal 
tersebut adalah jika memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:
a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang 
membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperlihatkan ataupun 
mendengarnya.
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b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat.74
Jadi bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut 
adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan  melanggar 
kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara 
menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti 
umtuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan dan sebagainya. Ketentuan mengenai 
sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan 
pidana: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 
ayat (1), (2), (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 
ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa 
kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan 
pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah.
1. Menurut Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pada undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi didalam setiap 
pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama 
seperti didalam undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi 
online. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan 
yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi online yang melibatkan 
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banyak pihak, Undang-undang ini lebih tegas dalam menyebutkan pihak-pihak 
tersebut.
Sebelum lebih jauh membahas, undang-undang ini memberikan penjelasan 
dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pornografi, di pasal 1 ayat (1) 
penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni:
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, 
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 
dalam masyarakat.”75
Dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual. Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya 
dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:
“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang 
perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise 
teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat 
kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”
Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada pasal 
4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat 
(2) huruf d yaitu:
“Setiap orang dilarang dilarang menyediakan jasa pornografiyang menawarkan atau 
menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”76
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Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat 
(2) huruf d, maka praktek prostitusi online dapat dipidanakan, karena telah memenuhi 
unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsure kecabulan dan eksploitasi 
seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsure yang menawarkan jasa layanan seksual.
Selain itu, media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-
kegiatan yang berujung pada pornografi sperti prostitusi online ini.
Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online, seperti 
mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik 
server.Undang-undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-
pihak tersebut. Pada pasal 7 undang-undang pornografi yang isinya yaitu:
“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4.77
“setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4”  sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang mendanai 
atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 Undang-
Undang prostitusi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi pembahasan disini 
adalah mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau 
memfasilitasi prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi 
unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan 
jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapatdipidana karena menawarkan pekerja 
seks komersial pada websitenya, selain pula menjadi mucikarinya, dengan 
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memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan 
seksual, sepertinya sudah cukup untuk menjerat pemilik website dengan Undang-
undang pornografi ini khusunya pada pasal 4 dan pasal 7. Begitu juga mereka pemilik 
server, tempat bagi pemilik website menempatkan data-data berisikan konten-konten 
yang intinya menawarkan jasa pekerja seks komersial.Karena kata “memfasilitasi” 
pada pasal 7 Undang-undang pornografi sangat berarti luas, bisa bararti memfasilitasi 
secara langsung maupun tidak langsung.pemilik server disini menjadi pihak yang 
tidak secara langsung menjadi pihak yang memfrasilitasi sehingga terjadi praktek 
prostitusi online.Karena mereka membiarkan pemilik website prostitusi 
menempatkan data-datanya. Namun permasalahan akan kembali timbul jika ternyata 
pemilik server adalah orang bukan berkewarganegaraan Indonesia.
Jika situs prostitusi tersebut berada di server di luar negeri, hal ini dapat 
membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana.Status kepemilikan yang berujung 
pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan dalam pergaulan sehari-
hari.Artinya, status kewarganegaraan melekat dimanapun orang itu berada.Dalam 
hukum pidana, status pendudukan ini dikenal dengan prinsip nasionalitas aktif.Pada 
pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia yang 
melakukan tindak pidana diluar Indonesia.Maka terhadap pelaku, dapat ditarik 
dengan mengguanakan hukum pidana Indonesia. Memang dalam pasal tersebut, 
disyaratkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana di Negara lain. 
Sehingga ada salah satu masalah terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi versi 
Indonesia ini, kemungkinan berbeda dengan Negara lain. Dibelanda misalnya 
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melegalkan praktek prostitusi sejak bulan oktober tahun 2000. Jika server tersebut 
berada dibelanda, maka akan sulit untuk menindak pemilik server tersebut. Kemudian 
juga dikemungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana diwilayah 
Indonesia untuk dipidana dengan hukum pidana Indonesia.Hal ini sesuai dengan 
prinsip nasionalitas pasif.  Yang harus dilakukan jika ingin menggunakan hukum 
Indonesia untuk menjaring pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ekstradisi 
dengan Negara asal pelaku, tetapi jika Indonesia belum melakukan perjanjian 
Ektradisi dengan Negara asal pihak pemilik server, maka dia tidak akan dikenakan 
saksi.
Akan tetapi semua pemilik server atau website yang terdapat konten-konten 
pornografi atau memfasilitasi prostitusi online tidak dapat dipidanakan begitu saja, 
seperti pada jejaring sosial facebook atau aplikasi obrolan internet Yahoo 
Messanger.Hal itu dikarenakan kebijakan atas website atau aplikasi tersebut memang 
melarang segala aktivitas yang berbentuk transaksi seks.Bahkan untuk facebook 
sendiri, melarang adanya gambar ibu sedang menyusui diwebsitenya karena menurut 
facebook megandung unsur pornografi.
Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya 
pada pasal 8 yang isinya yaitu :
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau 
model yang mengandung muatan pornografi.78
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Dalam praktek prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja 
seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, 
dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website ndan 
forum-forum.Pada pasal 8 undang-undang pornografi dapat diterapkan kepada kedua 
hal tersebut untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media online.
Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, ditur puloa secara 
spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-
undang pornografi, yang isinya yaitu:
“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar 
rupiah)”.79
Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan 
kejahatan pada pasal 4 ayat (2), khusus praktek prostitusi online yaitu pasal 4 ayat (2) 
huruf d dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 milyar.Kata 
“setiap orang” pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu 
warga Negara Indonesia ataupun bukan adalah pihak pemilik website atau forum 
yang memfasilitasi praktek prostitusi.Untuk mucikari yang juga pemilik website 
dikenakan pula pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain 
(PSK) sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana 
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termuat pada pasal 9 undang-undang pornografi. Isi dari pasal 35 undang-undang 
pornografi yaitu:
“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang 
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9dipidana 
dengan penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).”80
Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal tersebut yaitu penjara 
maksimal 12 tahun dan atau dengan denda paling banyak 6 milyar. Pihak lain yang 
tentu juga dipidanakan dalam undang-undang ini adalah pemilik server, satu pasal 
yang menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktek 
prostitusi ini seperti dijelaskan pada pasal 7 undang-undang pornografi. Dengan 
hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau penjara denda paling banyak 7,5 
milyar. Isi pasal 33 tersebut yaitu:
“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) dan paling banyak 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta 
rupiah).”81
Sebagai objek dari berlikunya praktek prostitusi online, pekerja seks 
komersial pun ikut dijerat dalam undang-undang ini. Pada pasal 34 yang isinya 
yaitu:
“Setiap orang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model 
yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”82
Dalam pasal ini pekerja seks komersial dihukum maksimal 10 tahun penjara 
dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dengan dua model yang berbeda, yaitu 
pekerja seks komersial menawarkan jasanya sendiri ataupun ada pihak lain yang 
memfasilitasinya, hukuman pekerja seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja 
pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi obyek prostitusi atas dasar 
paksaan dari pihak lain, seperti mucikari.
2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Jika media seperti majalah dan Koran menyebarkan pornografi baik dalam 
bentuk gambar, tulisan ataupun transaksi seksual bisa dikenakan sanksi hukum sesuai 
dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana ( KUHP),  namun dengan adanya 
modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana tehnologi informasi, 
keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang 
subtansi dan proses penegakan hukumnya.
Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat berbagai 
keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangin kejahatan. 
Fenomena semacam ini member kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau 
hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya 
(sanksi).83
                                                          
82 TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008), h.
83 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada,2003), h. 5
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Sebagaimana ditentukan dalam pasal 282 dan pasal 283 KUHP, hukum 
pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun.Dari segi historis, terlihat 
bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti 
sekarang ini. Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang berlaku di 
Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis 
serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.84
Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, 
menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan 
prostitusi online.
Namun, bagaimanapun KUHP ini bisa dijadikan pegangan untuk menjerat 
pihak dalam praktek prostitusi online.Walupun di perlukan undang-undang lain 
sebagai pelengkapnya.Karena memang kita ketahui, KUHP dibentuk tidak untuk 
mengatasi masalah dalam dunia teknologi internet.Oleh karena itu, pembahasan kali 
ini tidaklah begitu mendetail kepada semua pihak yang terlibat, melainkan kepada 
siapa saja mereka yang diancam dalam KUHP.
Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, 
karena memang KUHP ini merupaka peninggalan jajahan belanda yang kemudian 
diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang.Seakan sangat sulit untuk menjerat 
pelaku prostitusi online, karena pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum 
                                                          
84 Neng Djubaedah,  Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam, h.193
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dikenal.Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP ada beberapa pasal yang 
menyinggung tentang prostitusi.85seperti pada pasal 506 KUHP yang berisi :
“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 
menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 
tahun.”86
Dengan kata “barangsiapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang 
menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan 
mereka yang mnggunakan jasanya. Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 
KUHP yang isinya :
“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara palin lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak lima belas ribu rupiah”87
Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang 
mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak 
seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam 
KUHP.Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani 
permaalahan di dunia modern sekarang. Untuk pekerja seks komersial itu sendiri, 
KUHP menyebutkan sebagai persenggaman atau dasar suka sama suka, yang 
dilakukan oleh seorang dengan orang yang telah bersuami atau beistri (permukahan, 
overspel).
                                                          
85 Neng Djubaedah,  Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam, h. 197
86Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hog Raad , h. 324
87 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hog Raad , h. 180
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Memang ujung dari praktek prostitusi online adanya hubungan seks terlarang 
ini.Menurut pasal 286 KUHP dan pasal 419, jika permukaan itu terjadi, maka orang 
yang dapat mengadukan tindak pidana permukaan (perzinahan) adalah hanya suami 
atau istri yang tercemar (oleh pelaku permukahan).Menurut pasal-pasal tersebut, 
tindak pidana prostitusi (perzinahan) merupakan delik aduan, bukan delik biasa.
Oleh karena itu, KUHP sekarang ini sudah layaknya direvisi.Karena dengan 
merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat 
kesusilaan. Menurut podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh soedarto mengatakan, ada 
empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang, yaitu 
pementu undang-undang harus:
a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya
b. Mengetahui sistem yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan 
keadaan tersebut, dengan cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang 
hendak dicapai, agar hal itu dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
c. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kasual antara sarana (undang-undang 
dan misalnya saksi yang ada di dalamnya) dan dengan tujuan-tujuan yang hendak 
dicapai.
d. Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek 
sampingan yang tidak diharapkan.
Undang-undang ITE dan undang-undang pornografi yang telah disahkan di 
era modern pun masih terdapat celah di dalamnya.Hal itu dikarenakan pembuat 
kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti 
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tentang pembahasan undang-undang tersebut.Walaupun demikian, kita tetap boleh 
menyampingkan KUHP dalam menangani masalah. KUHP dapat digunakan sebagai 
pendamping dalam jaksa atau hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan 
diberikan kepada par pelakunya.
B. Menurut Hukum Islam
Untuk melihat lebih jauh tentang prostitusi online, diperlukan adanya sebuah 
kriteria, berikut criteria prostitusi online beserta analisnya menurut hukum islam:
1. Subjek
Subjek dalam hal ini adalah pengelola atau pemilik dari website, forum atau 
server tersebut dapat diminta pertanggung jawaban dengan syarat:
a. Dewasa (balig)
Sesorang dianggap dewasa apabila:
1) Balig karena tanda-tanda, yakni keluarnya mani (sperma) bagi laki-laki dan 
haid bagi perempuan.
2) Balig karena sebab umur, yakni apabila telah menapai 15 tahun (menurut 
imam syafi’I dan Abu Hanifa)
b. Berakal yakni sehat rohani atau tidak gila.
c. Atas kehendaknya sendiri yakni melakukannya bukan karena paksaan dari orang 
lain.
d. Tidak ada unsure subhat baginya, maksudnya pelaku tahu betul bahwa hal 
tersebut adalah hal diharamkan atau dilarang namun tetap mengerjakannya.
2. Objek 
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Objek tindak pidana ini adalah wbsite porno, forum porno serta program-
program yang biasa digunakan dalam praktek prostitusi dan hal-hal tersebut 
bermuatan memperlihatkan aurat (tabarri>), membangkitkan nafsu birahi sehingga 
mendekatkan diri dari perbuatan zina (qurbuzzina>).
3. Tempat penyebaran 
Yakni melalui media internet yang didapat diakses oleh siapa saja termasuk 
anak-anak, sebab internet adalah merupakan media publikyang mudah di temukan 
dan terus mengalami perkembangan dan kemdahn dalam mengksesnya.
4. Adanya niat melawan hukum
Kriteria ini terpenuhi jika pelaku atau subyek melakukan perbuatan yang 
dilarang oleh nash, padahal ia tahu bahwa hal tersebut melawan hukum atau syariat 
islam. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa nash telah dengan tegas melarang 
kejahatan prostitusi online dan sejenisnya. Dengan kata lain, subyek memang sengaja 
melakukan tindak pidana walaupun telah mengetahui ada nash yang melarangnya.
5. Adanya tingkah laku atau perbuatan
Yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik 
berupa perbuatan nyata (positif), ataupun sikap yang berbuat (negative) dan perbuatan 
tersebut benar-benar dilakukan.Dalam hal ini, maka kejahatan prostitusi online 
berupa perbuatan nyata (positif) yakni mendistribusikan atau mentransmisikan atau 
membuat sesuatu yang dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen 
elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain, 
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adanya muatan yang mengupload data atau menyediakan layanan bermuatan porno 
dalam website yang diklolanya.
6. Semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi
Website tersebut semata-mata bertujuan membangkitkan nafsu birahi, dengan 
muatan-muatan yang vulgar dan bebas diakses siapa saja, bukan untuk tujuan lain 
misalnya pendidikan kedokteran atau pendidikan seks dan lain-lain.
7. Adanya alat-alat bantu tehnologi informasi
Alat bantu tersebut berupa computer, notebook atau handphone yang 
terhubung ke internet dengan perantara ISP, ISP (internet service provider) adalah 
perusahan yang menawarkan dan menyediakan layanan akses internet ke kalangan 
umum dengan mengenakan biaya. Contohnya : Telkomselnet, indosatnet, centrin, 
cbn, wasantara dan lain-lalin. Dengan adanya criteria-kriteria tersebut, maka sebuah 
tindak pidana dapat dikatakan tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana 
islam.
Allah swt menetapkan sanksi dalam hukum agar hal tersebut dipatuhi, demi 
keaslahatan manusia itu sendiri. Karena tujuan ditetapkannya sanksi adalah untuk 
memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga merka dari hal-hal 
yang mafsadat, karena islam itu rah{matan lil’a>lami>n yaitu memberi petunjuk dan 
pelajaran bagi umat manusia.
Menetapkan suatu hukum harus memandang kepada sumber ketetapannya.
a. Maqa>s}id (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang megandung 
maslahat atau mafsadat.
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b. Wasa>il (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqasid, 
dimana hukumnya mengikuti hukum yang dari perbuatan yang menjadi 
sasarannya (maqa>s}id) baik berupa halal atau haram
Di sinilah kedudukan sad al-z\ari’ah dapat difungsikan, karena sad al-z\ari’ah 
adalah menutup perantara (wasilah) yang mengarah kepada kemafsadatan. Internet 
sebagai perantara atau pengantar akan munculnya penyakit-penyakit psikologis, 
kejahtan seksual, bahkan pengantar pada zina atau prostitusi online yang akan 
mengakibatkan pada kerusakan moralmerupakan mafsadat yang menjadi sasaran, 
maka perantara harus ditutup karena kemafsadatan harus ditolak.
Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan 
bagi orang lain, yang sangat jelas dilarang dalam al-qur’an dan Hadis,pengutamaan 
dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-
syari’ah. Jika manusia melanggar perintah atau larangan Allah, berarti dia telah 
melakukan perbuatan tercela, dan diangggap telah melakukan tindakan criminal, 
sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukanya. Sebab, tanpa 
pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-
apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada sanksi ataupu hukuman 
bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku 
atau pemilik website dan yang lainnya yang menyangkut prostitusi online tersebut 
dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kalau tindak pidana zina 
yang menjadi ujung perbuatan prostitusi ini islam mengaturnya dalam firman Allah 
swt. dengan sangat jelas.
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Dalam hukum islam zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan 
pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, 
karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Pelakunya 
dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan 
disaksikan banyak orang), jika muh}s}a>n. Jika ia gairu muh}s}a>n, maka ia 
dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukum tersebut karena muh}s}a>n
seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi 
masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik 
keluarganya, sementara gairu muh}}s}a>n belum perna menikah sehinga nafsu 
syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingin tahuannya. Namun kedua tetap 
sagat dicela oleh islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. Seperti mendapat 
hukuman h}udu>d, karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash. 
Kejahatan prostitusi online tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun sunnah 
Rasulullah, maksud disini adalah bukan mereka pekerja seks komersial, mucikari dan 
pengguna jasa pekerja seks komersial karena untuk mereka Al-Qur’an telah jelas 
mengaturnya dengan jelas pada ayat-ayat diatas. Akan tetapi, bagi pihak lain yakni 
pemilik server. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam Al-Qur’an dan sunnah 
Rasulullah, tentu karena mereka hadir disaat Al-Qur’an sudah berumur sangat tua. 
Islam tidak diam menghadapi persoalan baru ini, pemilik website dan pemilik server 
tidak akan lepas begitu saja dari hukuman ta’zi>r. Pengertian ta’zi>r  menurut 
bahasa adalah ta’di>b, artinya member pelajaran. Ta’zi>r juga berarti hukuman yang 
berupa member pelajaran. Disebut dengan ta’zi>r karena hukuman tersebut 
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sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau 
dengan kata lalin membuatnya jera. Sementara para fuqaha’ mengartikan ta’zi>r
dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan 
dengan kejahatan yang melanggar hak Allah danhak hamba yang berfungsi untuk 
member pelajaran pada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi 
kejahatan serupa. Ta’zi>r sering juga disamakan oleh fuqaha’ dengan hukuman yang 
terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman h}ad atau kaffa>rah. 
Bisa dikatakan pula, bahwa ta’zi>r adalah suatu yang diancam dengan hukuman 
ta’zi>r (selain h}ad dan qis}a>s}), pelaksanaan hukuman ta’zi>r, baik yang jenis 
larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak 
Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
Prostitusi baik secara online ataupun tidak telah membuat kerusakan di muka 
bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Qur’an dan 
Hadis, pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan sesuai 
dengan maqa>s}id al-syari>’ah. Jika manusia melangar perintah ataupun larangan 
Allah berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan 
tindakan Kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang 
dilakukannya.
Pengertian secara tegas dengan paparan yang tuntas dari maqa>sid al-
syari’ah yang dimaksud, tidaklah kita temukan baik pada kitab al-muwa>faqa>t
Imam Syat\ibi maupun pada karya-karya ulama klasik sebelumnya. Maqa>sid al-
syari’ah adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum islam. 
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Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai 
alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat 
manusia. Jadi, konsep Maqa>sid al-syari’ah adalah menegaskan bahwa hukum islam 
disayri’atkan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemuliaan umat manusia 
dan kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima hal ini.
Hukuman dalam jarimah ta’zi>r tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, 
artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada 
hakim penguasa. Dengan demiian, syari’ah mendelegasikan kepada hakim untuk 
menentukan bentuk-benntuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam 
menetapkan jarimah ta’zi>r, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah 
menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari 
kemudaratan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta’zi>r harus sesuai 
dengan prinsip syar’i.
Hukuman-hukuman ta’zi>r banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman 
paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih 
diantar hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan 
jarimah serta diri perbuatannya. Hukuman-hukuman ta’zi>r tersebut antara lain 






Setelah diuraikan permasalahan dalam penulisan ini, maka di peroleh 
beberapa kesimpulan antara lain:
1. Prostitusi online dalam pandangan Hukum Nasional
Bahwa KUHP, UU ITE, dan UU pornografi melarang adanya praktek 
Prostitusi online, walaupun setiap UU memiliki larangan yang berbeda seperti dalam 
KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku 
dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman. Karena, KUHP tidak 
melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang 
bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya 
melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana 
kurungan maupun pidana denda.Larangan melakukan prosfesi mucikari terdapat 
dalam pasal 506 KUHP.
Undang-undang RI NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) tidak meyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. 
Kecuali pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau 
pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:
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Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan 
kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2).
Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada pasal 
4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat 
(2) huruf d yaitu:
Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya 
pada pasal 8.
Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, ditur puloa secara 
spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-
undang pornografi.
2. Prostitusi online dalam pandangan Hukum Islam
Dalam Islam prsotitusi online maupun prostitusi diartikan sebagai pelacuran, 
dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum islam tentang 
prostitusi online atau perzinahan jauh beda dengan konsep hukum nasional, karena 
dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang 
diharamkan) seperti prostitusi masuk kedalam kategori perzinahan yang harus 
diberikan sansi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial ataupun tidak, 
baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.




Seseorang dikatakan pezina muh}s}a>n jika ia melakukan zina setelah 
melakukan hubungan sekseual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). 
Hukuman atas pezina muh}s}a>n ini menurut jumhur ulama adalah dirajam.
2. Zi>na gairu muh}s}a>n
Pezina ghairu muh}s}a>n adalah orang yang melakukan zina tetapi belum 
pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum 
cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun.
Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan 
bagi orang lain, yang sangat jelas dilarang dalam al-Qur’an dan Hadis, pengutamaan 
dihindarinya mafsadah daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqa>s}id
al-syari’ah. Begitu juga dengan mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi 
terjadinya praktek prostitusi ini. Dalam hukum islam, berdasarkan ketentuan Al-
Qur’an.
B. Saran
Kejahatan prostitusi merupakan kejahatan yanhg berbasisi teknologi, untuk itu 
maka diperlukannya aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang 
teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih juga, agar dapat 
melacak siapa yang terlibat dalam pembutan website dan pemilik server tersebut.
Selain itu perlunya KUHP direvisi yang sebagai pedoman utama dalam hukum di 
Indonesia, agar bisa memberi hukuman serta efek jera bagi pelaku prostitusi online. 
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Karena kasus tersebut banyak meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang 
lebih besar daripada jenis pornografi lainnya. 
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